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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 1507084801970001, umur 23 tahun (Teluk Majelis, 08-01-
1997), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman
di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK 1507080805960002, umur 24 tahun (Lagan Ulu, 08-05-1996),
warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat
tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor
82/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 19 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di
kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 18 September 2016 di
hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi,
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sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/11/1X/2016, tanggal 21
September 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 19
tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dirumah kediaman orang tua Pengugat di JL. Masjid, RT 013, Desa Teluk
Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Provinsi Jambi, selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian Penggugat dan
Tergugat pindah kerumah kediaman di kontrakan bersama di RT 016, Desa
Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
Provinsi Jambi, selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan
sudah dikaruniai seorang anak;

¢ ANAK (Laki-laki) Kampung Laut, 09 Agustus 2018;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat
dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun,
disebabkan sering terjadi perselisihan, karena Tergugat punya banyak
hutang dan menipu orang, kemudian ketika di tanya oleh Penggugat terkait
masalah tersebut Tergugat malah marah dan Kemudian Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama 3 tahun berturut-
turut dan ketika di hubungi oleh Penggugat untuk pulang Tergugat tidak
mau, kemudian diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan
seorang wanita yang bernama Ela Miranda, dan sejak saat itu Penggugat
dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah,
Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan telah
berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, selama itu pula antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai

suami istri;
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7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan
bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak
sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan
perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
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- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/11/1X/2016, tanggal 21
September 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi paraf dan tanda P;
B. Saksi:
1. SAKSI |, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat sejak
kecil dengan jarak rumah lebih kurang 20 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah
dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang
dilangsungkan pada tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di
Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah
kontrakan yang masih berada di Desa Teluk Majelis karena Penggugat
dan Tergugat membuka usaha bengkel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak rukun lagi
sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan,
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki
banyak utang dengan keluarganya dan Tergugat Tergugat menipu pel
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anggannya dengan tidak menyelesaikan perbaikan motor pelanggan d
i bengkel Tergugat tetapi uangnya diambil, saksi mengetahuinya dari
cerita Penggugat dan keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar di bengkel mereka yang berdekatan dengan kios
minyak milik saksi karena masalah utang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalka
n kediaman bersama,;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan
wanita lain dari cerita orang lain;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat menantu
saksi;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah saat Penggugat dan Tergug
at menikah yang dilangsungkan pada tahun 2016 di saksi di Desa Telu
k Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang ma
sih berada di Desa Teluk Majelis karena Penggugat dan Tergugat me
mbuka usaha bengkel namun Penggugat dan Tergugat terkadang
masih bolak balik tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
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- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak rukun lagi seja
k anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 bulan, Penggugat dan Terg
ugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki utang dengan keluar
ganya dan Tergugat menipu pelanggannya dengan tidak menyelesaik
an perbaikan motor pelanggan di bengkel Tergugat tetapi uangnya dia
mbil. Saksi mengetahuinya karena saksi bertemu langsung dengan
orang-orang yang menagih utang Tergugat ke rumah saksi, dan orang
yang motornya tidak diperbaiki oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar, saksi mengetahui tentang adanya pertengkaran
dari cerita Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi
meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu tentang Tergugat telah menikah lagi dengan wa
nita lain dari cerita Penggugat;

- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim
menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali
membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal
39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam
berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun disebabkan
sering terjadi perselisinan karena Tergugat punya banyak utang dan menipu
orang, kemudian ketika ditanya oleh Penggugat terkait masalah tersebut
Tergugat malah marah dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
tanpa alasan yang jelas selama 3 tahun berturut-turut sampai sekarang dan
ketika dihubungi oleh Penggugat untuk pulang Tergugat tidak mau, kemudian
diketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang
bernama Ela Miranda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai
dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5
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Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran
Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradil
an Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya
sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini,
yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 18 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta
pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka maj
elis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh
karenanya majelis hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat
bertengkar disebabkan masalah utang Tergugat, Penggugat dan Tergugat
berpisah selama lebih kurang 3 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mend
amaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang
dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata;
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Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat memiliki banyak
utang dan menipu pelanggan bengkel Tergugat, Penggugat dan Tergugat
berpisah selama lebih kurang 3 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mend
amaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang
dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tanggal 18 September 2016 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena
masalah utang Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kur
ang 3 tahun;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi 1 Penggugat yang pernah m
elihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun adanya fakta Peng
gugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 tahun berturut-
turut dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Penggug
at dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit
diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum
pernah bercerai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak
dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat

21 yang berbunyi:

5390 aSin Jazs led] lsiSui 21yl aSusil o o8I 315 Ol @il os
ol ae>,9
A 9
poi) LY
NEPL I

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti
demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratan
yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab
Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

dlaoll > Gle paio awliall s o

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri
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yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah
dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat
dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan
oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra
sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H dan Rizki Gusfaro
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za, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy
Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan  Rp320.000,00
4, Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Muara Sabak, 10 Maret 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.
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